
 

 

 
WALI KOTA PANGKALPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG 

NOMOR  7  TAHUN 2024 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA 

PANGKALPINANG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING, EVALUASI PEMBERIAN 

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA PANGKALPINANG, 

Menimbang: a.   bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024, maka 

dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata 

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan 

dan Pertanggungawaban serta Monitoring dan Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial; 

 

   Mengingat:  1.  Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia 

Tahun 1945; 

2.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 

Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 



 

 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam 

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

3.   Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4033); 

4.   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5430); 

6.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

7.   Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

9.    Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5272); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nornor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

 



 

 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lzmbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara    Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nornor 63); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 799); 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING, EVALUASI PEMBERIAN 

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 

 

 

 

Pasal I 

Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 5 dalam Peraturan Wali Kota 

Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, 



 

 

Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosia] (Berita 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 6) yang telah beberapa 

kali diubah dengan Peraturan Wali Kota: 

a. Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, 

Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 21); 

b. Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali 

Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, 

Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 

112); 

c. Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali 

Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, 

Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 

120); 

d. Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Wali Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang tentang Tata 

Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, 

Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 

191); 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf a diberikan, dengan ketentuan: 

a. Hibah kepada Pemerintah Pusat dapat diberikan lebih dari 1 

(satu) kali dalam tahun berkenan sesuai kemampuan keuangan 

daerah, kecuali kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri 

yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk 

penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

b. tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. satuan kerja dari Kementerian/Lembaga non-Kementerian yang 

wilayah kerjanya berada di Kota Pangkalpinang. 

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Daerah Otonom baru hasil 



 

 

pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan 

pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan 

hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

hibah kepada BUMD harus berbentuk uang atau jasa tidak bisa 

berbentuk barang. 

(5) Hibah kepada badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga: 

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

b. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan 

berupa kelompok Masyarakat/kesatuan Masyarakat hukum adat 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

Masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui pengesahan 

atau penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal atau Kepala 

Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan 

kewenangannya; 

c. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai dengan 

kewenangannya. 

(6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan 

kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, 

Yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum 

perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum 

dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi 

manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(7) Hibah kepada Partai Politik juga berupa pemberian bantuan 

keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD 

Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada Partai 

Politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

 



 

 

Pasal II       

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Pangkalpinang. 

 

           Ditetapkan di Pangkalpinang  
           pada tanggal  22  April  2024 
 

           Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG, 

 

      dto 

 

                         LUSJE ANNEKE TABALUJAN 

 

 

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal  22   April   2024 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA PANGKALPINANG, 

 

   dto 

 

MIE GO 

 

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024 NOMOR 213 
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